Kertas Posi si
Pengancanman Hukuman Mati TKI Asal Aceh di Mal aysi a

LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh

Lat ar Bel akang

Hukurman mati ialah suatu hukuman atau vonis vyang
di j at uhkan pengadilan (atau tanpa pengadil an) sebagai bentuk hukunman
terberat yang dijatuhkan atas seseorang aki bat perbuatannya. Hukunan
mati telah di kenal ol eh nanusi a sejak berpul uh-pul uh tahun yang | al u.
Dal am sej arah ada beberapa macam cara pengeksekusi an hukuman nmati.
Dahul u orang mengenal hukuman bakar, dilakukan untuk nenghukum orang
yang nenggunakan ilnmu sihir, lalu ada hukuman roda di nana si terhukum
dii katkan di roda besar dan di gelindingkan di atas batu yang terja
sanmpai mati .

Pada zaman revolusi Prancis dikenal hukuman Guillotine
yaitu alat untuk nmemancung kepal a dengan nengunakan pisau |alu pada
masa perang dunia kedua juga ada hukuman gas beracun yang dil akukan
oleh tentara Jerman (NAZI) kepada bangsa Yahudi. Dalam kehi dupan
duni a nodern hukuman mati juga nmasi h di kenal dan masi h banyak negara
yang nenerapkannya. Hanya saja tidak |agi nenggunakan netode-netode
seperti tadi. Macam nacam hukuman mati yang masi h di gunakan saat in
antara | ain Pancung Kepal a, Sengatan Listrik, Gantung, Tenbak, Suntik
Mati dan Raj am

I ndonesia sendiri nengenal ancaman hukunman nati yang
tercantum dal am pasal 10 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dasar hukum hukuman mati di |ndonesia nenganbil dari Wtboek Van
Strafrecht (W.S) vyang diadopsi dari Code Penal Prancis. KUHP
I ndonesi a nerupakan produk dan warisan dari penjajah Belanda yang
di sahkl an pada tanggal 1 januari 1918. Fakta historisnya adalah
penerintah kolonial Belanda nenerapkan hukuman nati di daer ah
j aj ahan untuk mengancam kal angan pergerakan kenerdekaan. Penerapan
pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keanmanan negara
atau makar untuk nel egal kan politik represi di negeri jajahan

Keti ka |Indonesia nerdeka KUHP ini |angsung dijadikan
hukum nasi onal nel al ui asas konkordansi pasal |l aturan tanmbahan UUD
1945. Pada nmmsa sekarang ini tidak hanya KUHP saja yang nencant umrkan
ancaman hukuman mati tetapi banyak peraturan perundang-undangan
I ai nnya yang juga nengancam dengan hukuman mati seperti Undang- undang
nar kot i ka, Undang-undang Psikotropi ka, Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi dan Undang-undang Peradi |l an HAM

Profil Kasus

Dal am si dang dewan HAM PBB pada tanggal 20 Maret 2007 di
New York, INFID dan M gran Care nengel uarkan data bahwa sebanyak 16
orang TKI terancam hukuman mati di nmalaysia. Tenuan ini Kkenudian
ditindak lanjuti ol eh Angkatan Miuda Penbaruan |ndonesia (AWVPl) yang
| angsung nenurunkan tim ke Malaysia untuk nenyelidiki tenuan
tersebut, dan nmenenukan ternyata bukan 16 warga negara | ndonesia yang
terancam hukuman mati tetapi sebanyak 53 orang TKI terancam hukuman
mati di Mal aysi a.



Dari ke 53 orang tersebut
t erancam hukuman mati berasal dari Aceh.
1. Mardani Husein
2. Tarm zi Yakob
3. Bustam Bukhari
4. Parl an Bukhari
5. Nasarudi n Daud
6. Must aki m Hanafi
7. Azhari Nordin
8. Faisal Nordin
9. Mahyudi n Mohamad
10. Zaki Nordin
11. Maul ana Hasbi
12. Zai nuddi n
13. Raja Syarif
14. Zul kar nai n
15. Azhari Malik
16. Bustami Abdul Mjid
17. Hasbi Kasum
18. Bai haki Handan
19. Faisal lbrahim
20. Sandri Bachti ar
21. Mahrizal mahdani
22. Armyadi
23. Nasir Kahar
24. N zam
25. Ismai| Darmansyah
26. Rusdi Ahmad
27. |skandar
28. Azmr Mustafa
29. Suraidi Hasbi
30. Muhammad Ri zal |shak
31. Subir Abdul Jalil
32. Sof yan Abdul | ah
33. Fitriadi Luthan
34. Usman Hasan
35. Barni Ali
36. Anri Ibrahim
37. Msliadi
38. Azhari Muhammad Nor
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Kesemua warga Aceh yang terancam hukuman mati dituduh
ol eh penerintah Diraja Ml aysia nelanggar Akta Dadah Ber bahaya 1952
Dal am hokum pi dana Mal aysi a ada beberapa jenayah (tindak pidana) yang
di ancam hukuman mati yaitu penbunuhan berencana, penilikan senjata
api dan narkotika (dadah). Pelaksanaan eksekusi hukuman nmati di
nmal aysi a dil aksanakan ol eh Ketua Pengarah Penjara. Eksekusi hukuman
mati di Malaysia sama seperti di |ndonesia harus setelah nenperol eh
kekuatan hukum tetap (incrah). Dalam sistem hukum pidana Ml aysia
badan peradilan terdiri dari 3 tingkat, dimna tingkat pertana adal ah
Mahkanah Tinggi. Tingkat bandi ng adal ah Mahkamah Rayuan dan tingkat
Kasasi adal ah Mahkamah Persekutuan. Dalam hukuman nmati masih ada
upaya hukum lain yaitu nmem nta anmpunan kepada Yang Di Pertuan Agong
Mal aysi a atau mem nta penganpunan kepada Duli Yang Maha Milia Sultan
atau Yang Di Pertua Negeri tergantung dimana tindak pidana itu
di I akukan.

Hukuman Mati dan Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia (HAM adal ah hak dasar yang dimlik
manusi a sejak | ahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM sebaga
hak dasar adalah wuntuk nenunjukan eksistensinya selaku nanusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa. Dalam HAM ada hak
fundamental atau yang |ebih di kenal dengan hak sipil yang tidak bisa
di kurangi dal am keadaan apapun. Sal ah satu hak fundamental tersebut
i al ah hak untuk hidup.

Hukuman mati  nerupakan jenis pelanggaran hak asasi
manusi a yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (right to life).
Hak fundamental (non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang
tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dal am keadaan apapun,
baik itu dalam keadaan darurat, perang, dan danmai termasuk bila
seseorang nenj adi nar api dana.

Hak untuk hidup adalah hak yang nelekat di dalam diri
(right in itself) setiap orang. Hi dup nenyatu dengan tubuh nanusia
atau setiap orang, nerenggutnya berarti nengakhiri hidup seseorang
Pada titik yang nengerikan inilah hidup seseorang sebagai nanusia
berakhir. Kewenangan nencabut hak untuk hidup dapat digol ongkan
sebagai pel anggaran hak-hak asasi manusi a yang berat (gross violation
of human rights), karena merenggut salah satu hak yang tak boleh
di t angguhkan penenuhan. Ti ndakan nengakhiri hidup seseorang tak
per nah bi sa tersenbuhkan atau tergantikan

Hukuman mati persis menunjukkan adanya kewenangan
nmencabut hak untuk hidup. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang
kejam tak berperikenanusiaan serta nenghina martabat nmanusia.
Hukuman ini jelas nelanggar hak untuk hidup. Eksekusi mati nenmang
pel anggaran serius ol eh negara betapa pun seriusnya perbuatan pidana
yang di | akukan seseorang.

Analisis Yuridis

Hukuman mati yang nmasih diterapkan di |Indonesia dan di beberapa
negara | ai nnya adal ah nel awan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang
berl aku secara universal. Hukunman mati adal ah cara penghukuman yang
sangat kejam dan nmerendahkan martabat manusia. Dalam tatanan
masyar akat internasional hukuman mati telah ditentang dan banyak
sudah tidak diterapkan lagi di beberapa



negara. Secara internasional ada beberapa instrumen hukum yang
nmenol ak dannenent ang hukuman mati yaitu :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Mnusia 1948 pasal 3 nenyebutkan
bahwa senua individu berhak untuk hidup, untuk nenikmati kebebasan
dan keananan bagi pri badi nya.

2. The Rone Statute of International Criminal Court; dalam statuta
Roma tidak di kenal adanya hukuman mati wal aupun yang di atur adal ah
kej ahatan paling serius yang dil akukan ol eh individu yaitu kejahatan
genosi da, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan
kej ahat an agresi .

3. Second Protocol of ICCPR pasal 2; Instrumen ini bertujuan untuk
menghapus hukuman mati. Sayang sanpai dengan tahun 2004 baru 50
negara yang neratifikasi nya.

4. Protocol No.6 to The European Convention on Human Ri ghts; Protoko

i ni untuk negara-negara di Eropa hanya nenbuka peluang hukuman nati
dal am si tuasi perang.

5. Protocol No.13 to The European Convention on Human R ghts;
Protokol ini sudah Ilebih maju dari protokol sebelumya diman
nmenghapus hukuman mati dal am situasi apapun

6. Priotokol to The Anerican Convention on Human Ri ghts; Protokol ini
berl aku bagi negara-negara Anerika.

7. Convention on Protection of The Right of All Mgrant Wrkers and
Menber of Their Families; Dalam Konvensi Internasional Tentang
Perlindungan Hak Senua Buruh Mgran dan Anggota Kel uarganya
di t egaskan dal am pasal 9 bahwa hak atas hidup dari buruh nmgran dan
anggotanya harus dilindungi oleh hukum Pasal 10 juga nengatakan
bahwa tidak seorangpun buruh mgran dan anggota kel uarganya dapat
di j adi kan sasaran penyi ksaan atau perlakuan atau penghukuman yang
kejam tidak manusi awi dan nerendahkan martabat nanusi a.

Dal am sistem hukum nasional hukuman mati juga bertentangan dengan
beberapa instrumen hukum Beberapa hal yang nenjadi alasan nengapa
hukuman mati harus ditol ak adal ah :

1. Secara filosofi hukum hukuman mati sudah tidak relevan |agi di
t erapkan karena hukuman mati di I ndonesia berasal dari W.K Bel anda
yang di konkordasi. Di Belanda sendiri hukuman mati ini sudah tidak
di terapkan lagi sejak tahun 1983 sehingga hukuman mati di | ndonesia
sudah kehil angan unsure fil osofisnya.

2. Hukuman nmati berl awanan dengan pasal 28 A Amandenen ke dua (2)
bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak nenpertahankan
hi dup dan kehi dupannya. Selain itu juga berlawanan dengan asal 28 |
ayat (1) UUD '45 (Amandenmen Kedua) juga nenjanin hal yang sama bahwa
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kenerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
di akui sebagai pribadi di hadapan umum dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi nanusia yang
ti dak dapat di kurangi dal am keadaan apapun

Jadi, I ndonesia harus nmenghapuskan hukuman mati dari sistem hukummya.
Jika hal itu tidak dilakukan, nmaka bersiap-siaplah nenerim cap
sebagai negara yang inkonsisten dalam nenmbangun sistem hukum Dan,
[ ebi h dari itu, melanggengkan hukuman mati adal ah nengkhi anati amanat
Undang- Undang Dasar 1945, konstitusi tertinggi

3. Jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kenmbali oleh UU Nonmor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Mnusia, Pasal 4 hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai



pribadi dan persamman di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
ti dak dapat di kurangi dal am keadaan apapun dan ol eh si apapun.

4. Kovenan I nternasional Hak Sipil dan Politik, nmenegaskan hak untuk
hidup (rights to life), yaitu pada bagian IIl. Pasal 6 Ayat 1
nmenyebut kan, setiap nmanusia berhak atas hak untuk hidup dan
mendapat kan perli ndungan hukum dan ti ada yang dapat nencabut hak itu.
Kovenan ini telah diratifikasi oleh I|Indonesia dengan Undang-undang
No. 12 Tahun 2005. Konvenan ini nengamanahkan negara yang telah
neratifikasi konvenan ini untuk nenuangkannya dalan system hokum
nasi onal nya. | ndonesi a nemang tidak menandat angani at aupun
neratifikasi optional protocol kedua tentang penghapusan hukuman mat
namun sebagai negara pi hak dari dokurmen utamanya naka | ndonesia tetap
teri kat pada penmenuhan prinsip-prinsipnya termasuk nenegakkan hak
untuk hi dup sebagai mana yang di atur dal am pasal 6 ayat 1.

5. Konvensi Menentang Penyi ksaan dan Perl akuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
(Convention Againts Torture and Oher Cruel, inhuman or degrading
treatment or pusnihnment) yang telah diratifikasai oleh Indonesia
dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Menjelaskan bahwa setiap
negara harus mencegah setiap bentuk perlakuan atau penghukuman | ain
yang kejam tidak manusi awi dan nerendahkan martabat manusia, di mana
sal ah satunya adal ah hukuman mati, sebab hukunan mati nerendahkan
martabat nmanusia karena nel anpaui hak preogratif Tuhan yang
menent ukan hi dup atau mati nya manusi a.

6. Dal am Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
nmenj el askan perlindungan terhadap warga negara yang berada di |uar
negeri. Pasal 19 sub (b) nenjelaskan bahwa Perwakilan Republlik
I ndonesia berkewaji ban nenberi kan pengayoman, perlindungan, dan
bant uan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di |uar
negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta
kebi asaan Internasional. Selain itu pasal 21 juga nengatur bahwa
dal am hal warga negara |ndonesia terancam bahaya nyata, Perwakil an
Republ ik | ndonesia berkewajiban nenberikan perlindungan, nmenbantu,
dan nenghi mpun nereka di wilayah yang aman, serta nengusahakan untuk
menmul angkan mereka ke | ndonesia atas biaya negara.

7. Selain itu juga dari kenyataan sosiologis, tidak ada penbuktian
il mah hukuman mati akan nengurangi tindak pidana tertentu. Artinya
hukuman mati tel ah gagal nenjadi faktor determni nan untuk meni nbul kan
efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman 1|ainnya. Kajian PBB
tentang hubungan hukuman nmati (capital punishnent) dan angka
penbunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesinpulan hukuman nati

ti dak nmenmbawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana penbunuhan dari

hukuman | ai nnya seperti hukuman seunur hidup. Meni ngkatnya kejahat an
nar koba, terorisne, atau  krimnal lainnya tidak senata-mta
di sebabkan ol eh ketiadaan hukuman mati, nanun ol eh problem struktra

| ai nnya seperti kemi skinan atau aparat hukum negara yang Kkorup

Bahkan untuk kejahatan terorisnme hukuman mati unummya justru nenjad

factor yang menguatkan berul angnya tindakan di masa depan. Hukunan
mati justru menjadi anunisi ideol ogis untuk meningkatkan radikalisne
dan militansi para pel aku

Anal i sis Sosilogis
Konflik yang berkepanjangan dan gejolak politik di Aceh telah

ber danpak pada neni ngkatnya junl ah pencari suaka. Sejak diterapkannya
Darurat Mliter di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003, junlah penduduk



Aceh yang nelarikan diri ke Malaysia neningkat pesat. Pada bulan
Agustus 2003, penerintah Malaysia telah nenul angkan 250 pengungsi
Aceh di Ml aysia dari 400 orang yang ditangkap karena tidak memliKki
i zin masuk. Kantor Kom si Tinggi urusan Pengungsi PBB (United Nations
Hi gh Conmission for Refugees/UNHCR) di Kuala Lunmpur telah bekerja
untuk nendaftarkan peningkatan jum ah pengajuan visa perlindungan
senent ar a.

UNHCR pernah nenprotes penmerintah Malaysia karena mel akukan
penangkapan terhadap pencari suaka asal Aceh di Kuala Lunpur, dan
nmenyat akan bahwa hal itu nerupakan pelanggaran terhadap Hak Asas

Manusia vyang paling dasar. Badan tersebut nenyerukan kepada
penerintah Ml aysia untuk menberikan perlindungan senentara kepada
orang-orang Aceh yang mnenyel amatkan diri dari konflik di daerah asal
nereka. Komunitas internasional yang nenberi perhatian terhadap
pengungsi Aceh juga neminta penerintah WMl aysia nengizinkan para
pengungsi untuk tinggal di Ml aysia, paling tidak hingga kondisi d

Aceh nenbai k.

Pada bul an Maret 2005, wakil Duta Besar Rl untuk Ml aysia, AM Fachir
dan kepal a Depo Tahanan Pendatang Tanpa |zin (PTlI) Senenyih, Arifin B
Moh Nor, kepada del egasi Badan Kerja Sama Antar Parl enen (BKSAP) DPR
yang berkunjung ke Parlenen Ml aysia di Kuala Lunpur nengatakan
sebanyak 15.000 warga dan tenaga kerja I ndonesia (TKlI) tak berdokunen
asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am (NAD) dil aporkan mem nta suaka
politik ke UNHCR Mereka nengatakan tidak ingin kenbali ke Aceh atau
nenj adi warga negara |ndonesia (WNI) karena berbagai al asan, tetapi
ingin nenetap di negara ketiga seperti Swedia, Denmark, Austria dan
Kanada.

Pascapenandat anganan MU antara Penerintah R dan GAM di Hel sink

pada 15 Agustus 2005, kondisi Aceh telah nmenbai k dan proses damai di
Aceh sedang nmemasuki tahapan reintegrasi. Sayangnya, MU yang
di t andat angani perwakilan R dan GAM di Hel sinki hanya nenyebutkan
rei ntegrasi bagi nmantan pas ukan GAM tahanan politik dan masyarakat
korban konfli k. Tidak ada penyebutan secara spesifik proses
reintegrasi terhadap korban konflik dan atau pelarian politik yang
sanmpai sekarang masi h berada di |uar negeri.

Fenonena nenbajirnya TKI legal dan ilegal di luar negeri merupakan
sal ah satu bentuk kegagal an penerintah masa |alu dal am nenyedi akan
dan nenbuka sunber-sunber mata pencaharian di dalam negeri. Dalam
kont eks Aceh, penerintahan baru seharusnya manpu neyaki nkan publik
Aceh terhadap penyediaan sunber-sunber produksi dal am negeri
Sehingga fenonena nencari kerja di luar negeri dapat direduks
nmengi ngat secara faktual keberadaan nereka banyak neni nmbul kan
per soal an- persoal an hukum Dan ini nmerupakan salah satu indikator
keber hasi | an penerintahan baru Aceh.

Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis tersebut, maka kasus
pengancaman hukuman mati warga Aceh oleh penerintah Ml aysia
nmerupakan tanggung jawab utama dan segera harus direspon oleh
penerint ahan Aceh.

Rekonendas
Unt uk menyi kapi pengancaman hukuman mati warga Aceh di Ml aysi a nmaka

Permeritah Aceh perlu segera mnel akukan tindakan-tidakan kongkrit yang
dapat dil akukan. Langkah-|angkah tersebut antara | ain



1. Menbentuk tim investigasi untuk nenyelidiki berapa junlah
pasti warga Aceh yang terancam hukunman nmati di Ml aysia.
Langkah investigasi ini dapat berupa nmendata jum ah warga Aceh
yang bermasalah di Ml aysia, nendata sejauh rmana proses
peradil an yang tel ah dijal ankan ol eh warga Aceh tersebut, dan
menget ahui di penj ara bagi an mana warga Aceh ini ditahan.

2. Agar menyewa pengacara Ml aysia yang ditugaskan untuk
mel akukan sel uruh upaya hukum yang nungkin dal am si stem hukum
Mal aysi a untuk menmbebaskan atau setidak-tidaknya mengurangi
hukuman at au nmenunda eksekusi hukuman mati .

3. Mel akukan komruni kasi yang intensif dengan penerintah Ml aysia
unt uk nenohon pengurangan hukuman warga Aceh yang bermasal ah
di Mal aysi a.

4. Mendesak Pernerintah Aceh untuk |ebih proaktif menperhatikan
per masal ahan VWNI yang sedang dal am proses peradilan di |uar
negeri ternmasuk warga Aceh di Ml aysi a.

5. Penerintah Aceh harus nmenjanmn tersedianya sunber-sunber
pencahari an bagi sel uruh komunitas yang ada di Aceh.

Penut up

Dem kan kertas posisi ini kam buat, dem t egaknya
keadi | an yang setara di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia. Atas perhatiannya kam haturkan banyak terina kasih.



